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Indonesia Nomor 5234); 
4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerap (Lernbaran Negara Republik' 
Indonesia Tahun 2014· Nomor 244, Tambahan Lembaran 

. . 
2. Undang-Undang Nomor 25 ,· Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lernbaran .Negara Republik Indonesia 
Tahun i007 Nomor· 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 47~4); 

3. Undang-Undang Nomor . 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan · Perundang-Undangan 
(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara· Republik 

• I I • 

1. Undang-Undang Nornor 29 · Tahun 1959 ten tang 
Pernbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara 'Republik Indonesia Tahun 1959 . Nornor 74, 
Tambahan Lernbaran Negara Rep.ublik Indonesia Nomor 
1822); · 

Mengingat 

I 

I I 
a. bahwa kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non 

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditarik dan dilimpahkari 

I . 
kepada Sekretaris Daerah; 

b. bahwa berdasarkan , pertimbangan .sebagaimana 
I I . 

dimaksud dalam huruf a perlu .menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bolaang Mongondow Nornor 12: Tahun 2017 ten tang 
Pelimpahan Kewenangan ~elay~an Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada I Dirias. Penanaman ~octal dan 
PeJayanan Terpadu Sath Pintu Kabiipaten Bolaang 

I • 
Mongondow; · 1 

Menimbang · 

I . 

BUPATl BOLAANG MONGONDOW, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I 

.: BUPATI BOLAANG MONGONDOW I 
I?ROVINSI SULAWESI UT ARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 
NOMOR ~ . TAHUN 2018 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 

12 ThHUN ~2017 'TENTANG PELIMPAHAJ'.4 KEWENANGAN PELA YANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATO PINTU I I 

KABUPATEN .BOLAANG MONGONDOW 

I . 

I l 

• 
• 



I , 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang 
Mongondow Nomor 12• Tahun 2017, tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada 
Dinas Pe~8faman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pasal I · 

PERATURAN BUPATI TENTANG ; PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOLAANQ MONGONDOW NOMOR 12 
TAHUN 2017 TENTA1NG ,PiELIMPAHAN KEWENANGAN 

I 

PELAYANAN PERIZINAN ,DArq I NON PERIZINAN KEPADA 
' I • 

DINAS PENANAMAN MODi\U.. DAN' PELAYA'.NAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW: 

· MEMlJTUSKAN : 
I . 

' I I 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali' .terakhir I dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang I 

Pernerinfahan Daerah '(Lernbaran Negara Republik 
·' . Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'Tam bahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ( 
5. Ulndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Repu blik 
, Indonesia Tahun 2014 Nomor .292, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nom~r 560 l); 1 ' 

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri 54 .Tahun 2b09 tentang . . 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pernerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hu'kum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Pernerintah' Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20~6 Nomor 114, Tambahan Lembaran . Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

I 
~9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nornenklatur Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republfk Inddnesia . ,· 
Tahun 2016 Nomor 1906); ' 

10. Peraturan Daerah Kabupaten .· Bolaang , Mongondow 
I 

Nomor 14 Tahun 2016 terltang Pembentukan dan 
I 

Susunan Perangkat Daerah; 
I . 

11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun I 

2016 tentang Kedudukan, Susunab ·organisasi, Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Di1{as Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu ' Satu Pintu kabupaten , Bolaang 
Morl~ondow; ' : 

' ' 

Menetapkan 

• • 



' 
f 

1, 
ti I I 

I 
I 

I I. 

I BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONOONDOW TAHUN 2018 
NOMOR ... 

f I 

,I 
I 

SEKRE7 ARIS DAERAH 
KABU ,ATEN BOLMNG MONGONDOW, 

,· 
I 

2018 
I I Diundangkan di Lolak 

pada tanggal 

, , Ditetapkan di Lolak 
pada tanggal !). - :;... - 

I I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan .. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 

0ini 
dengan °penempatannya 

• I . I 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. ' 

' I 

Pasal Ii 

' 
bertanggungjawab ' atas 

I perizi,nan dan non perizinan penandatanganan ' ,, 
kepada Bupati. 

i 
Kabupaten Bolaang Mongondow ·(Berita Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongoridow Tahun 2017, Nornor 1_2) diubah sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbuny.i 

se bagai beriku t : , 
(2). Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan 

perizinan dan non perizinan atas nama Bupati 
kepada Sekretaris Daerah. . 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 
I 

se bagai beriku t: 1 

(1) Sekretaris : Daerah 

3 

• 


